PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL
KABUPATEN BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang :

a.

b.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

tentang Pelaksanan Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2021 disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah abupaten Brebes pada

tanggal 21 Juni 2022;

bahwa Rancangan Peraturan
Pertanggungjawaban Anggaran

Daerah Kabupaten Brebes

tentang Pelaksanan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2021 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Knb_ly)alcn Brebes bersama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Knﬁupalcn Brebes, dan

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes Konsultasi dengan Komisi-Komisi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;



Mengingat

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 24);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



10.

11.

12.

13.

14.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tantang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakuat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2005 Nomor 137, Tambahnn Lembaran Negaran Republik

Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republile Indonesia

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran  Nepora

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintnh Nomor
I Tahun 2018 tentang Perubahan Kkedua Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten
Brebes Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8);

Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021,
dengan rincian perangkaan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



KETIGA keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Juni 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. X ATEN BREBES
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Tembusan:

I. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;

3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes:

5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.



PEMEPINTAH RABUPATEN BREBES

LAMPIRAN  KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAK YAT DALIAH
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LAPGRAN REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
LINTUK TANUN YANG IFRAKHIR SAMPAI DENGAN 11 DESEMBTR 2021 DAN 2020 NOMOR 17 TAHUN 2022
TANGGAL 29 Jum 2022
= Ret ANGGARAN 2021 REALISASI 2071 (Rp) - REALISAT 2020 (Rp)
URAIA ®p) (Audited) (Audited)
PENDAPATAN 511 3138 485 176291 00 3162140 424 371 62 10075 J008I70 1V 07 4
FE)I]APATMAS.IDIW"PAM 11 481 422,097 000 00 518511128 704 62 0770 392541 720819 14
P D h 51111 120 020 000,000 00 124 425548 718 00 1m67 108 613,189 681 00
Retrbus Daean 51112 33644 220 000 00 16112506 734 00 e 15.467 504 652 00
Hast Pengelotaan Kekayaan Daerah yang Drsatikan 51113 9.642.962.000 00 96203252300 9% 9142949 501 00
Lan-dain PAD Yang 5an 61114 317 874915000 00 68123741 7062|1681 269 317 96 686 14
PENDAPATAN TRANSFER 5112 2464 200125961 00 245 463 471657 00 969 2421 (00 756 683 00
Pendapatan Transier Pemenntah Pusal 51121 2242175594 856 00 2238340 473001 00 98 2200 757 954 821 00
Dana Penmbangan 511211 1 726,405 350 BS6 00 17225M0.229031 00 w“n 1 708 279 450 821 00
Dana Insentf Daerah (DID) 511212 Z3.291 740 000 00 23.291 740 000 00 100 00
Dana Desa 511215 492 478,504 000 00 492 478 504 000 00 100 00 492 478 504 000 00
Pendapatan Iranster Antar Daerah §1122 722/027.531 105 00 218 122,998 636 00 BM 220272 801 857 00
Penciapatan Bag Hasl 511221 209 684 531,105 00 206,206 264 636 00 @M 181020651 531 00
Bantuan Keuangan 511222 12,343 000 000 00 11,917 734 000 00 9% 39252 138 335 00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5113 192,859,953 330 00 187 165 824 000 00 9708 194 798 230 000 00
Pendepetan Hibah 51131 12500 000 000 00 8.17% 000,000 00 %o 6,000 000 000 00
Pendapatan Dana Darurat 51132
mummwmmw«wﬂ 51133 180 359,953,330 00 178 960 £24 000 00 w24 183 798 230 000 00
BELANJA 512 3,286,307 643 838 00 3126226 470513 %0 %13 2,965 050 373 005 00
BELANJA OPERAS 5121 2,086 950 229 960 00 1992262378183 90 B4 1826 274136 870 00
Betarya Pegowa 51211 1083054 365,150 00 1061 705,394 822 00 %803 1011 986 277 349 00
Betarga Barang 0 J23 51212 886 671048 628 00 818819614 43190 2B 724 261 100829 00
Belarya Bung2 51213 274,000 000 00 273,265,200 00 1232296 37200
Betanga Swsa 51214
[ 51218 94218 313682 00 93 365,302,620 00 906 50 661 811 700 00
Besarys Bantuan Sosal 51216 18 732.501.500 00 18 097 801,000 00 %6 33 132 650000 00
BELAMJA MODAL 8122 431,807 389 839 00 amnseesno| 8397 420 556 254 B84 00
Betanga Mocal Tanah s1221 1.748 750,000 00 1505476 14000 %60 1279002 500 00
Betana Mol Peraatan dan Mesin 51222 107 447 912678 00 81728 76567000 7606 53408412957 00
Betarsa Mucl Geaung can Bangunan 51223 181 100 658 297 00 149 174 560 006 00 8789 140 092 056 315 00
Beaarya Mocar Jatan ingaa dan Jnngan 51224 186 909 062.622 00 180 910 385 758 00 %679 165,653 855 296 (0
Bemana Mool Aset Tetap Laonya 51225 16 801 006,242 00 16,000 638,329 00 938 T2122 977 7% 00
BELANJA TAX TERDUGA §123 7582672151 00 2735 627 990 00 %08 2673910 400 00
Beran T2 Taauga s120 7582672151 00 2736 627 990 00 %08 2673910 400 00
BELANJA TRANSFER 5124 €97 967 31 888 00 691 908 657 44200 13 690 546 070 871 00
Betanya Bag Hasd 51240 17 701 636,388 00 12244 54154200 an 11 436 066,371 00
Betarga Bantuan Keuangan 51242 680,265 716500 00 679563 71350000 BN £82 110004 500 00
SURPLUS | (DEFISIT) (147 522 &57 547 0O)) NI WWIET T2 (2¢ 30} 33,320,344 207 14
PEMBIAYAAN 513
PENERIMAAN PEMEIAYAAN 8131 181 492 467 S47 0 187 406, 742702 57 10000 166 162 123044 43
51311 181 432 457 547 00 181 482 467 546 57 100 00 166 136 668 4% 43

553 et PEMAEYEN ANGDAEan lanun sebenamnya




e - SN ) o [ s mate s gigy |

X T i S e

\J ! Penenrnann Komlas Fantenan Fuganan Daerh 21318 WAL ) W11 Ve ) | ) Arid Sty 49 ‘

618 Peneriaan Pamtrayson Lanay sems (ongon kutsthan Pt Peruniane)-Uikagan 51218 ‘ ,

| |

LA FENBEL UARAN PEMDIAYAAN 4132 B30 G0 ) NN | s \\ ppRpe—— |

8 21 Femtentukan Dana (amangan s1azt | §

i

422 Pecyeriaan M @wroh 51322 2000500 0 1) wueumm| W l S B

23 Famtaysan Coten Polok Utang yang Jatwh Terpo £1323 13,470 C00 600 00 19 S8 20N 065 01 we £ 1831 45, u.'::i

|

824 Peroesen Prgman Daseh 51324 ‘ l

826 Wmmm”n“mm'm 61324 \ |
PEMBIAYAAN NETTO 4133 V47 822 451 347 (0 shaana | e \ 2

S04 LEBH PEMGIAYAAN ANGGARAN (SILPA) BAR VR 100 714G AGG 108 28 " 0 B AT AT e L \

PIMPINAN

DEWAN PERYWAKI
/ _,:'\ (AR Ol




